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Abstract. This study aims to examine and analyze the process of implementing the one-stop integrated service 

licensing policy at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Gorontalo Province, focusing on 

organization, interpretation, and application. A qualitative approach with a descriptive method was employed. 

Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted 

through data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validation via triangulation. The results 

indicate that implementing the One- Stop Integrated Service Licensing at the Regional Office of the Ministry of 

Religious Affairs of Gorontalo Province has not been optimally executed following Ministerial Regulation (PMA) 

Number 65 of 2016. Several aspects evidence this: Organization has not fully optimized resources and lacks 

facilities such as filing cabinets and computers; Interpretation has been limited, as the socialization provided only 

covers schedules and service structures, leaving PTSP managers without a clear understanding of the technical 

rules and services; Application remains ineffective and inefficient, with services not well-integrated, resulting in 

administrative processes being centralized in specific fields. The study recommends that the PTSP at the Regional 

Office of the Ministry of Religious Affairs of Gorontalo Province adhere consistently to PMA Number 65 of 2016 

regarding Integrated Services, optimize human resources both quantitatively and qualitatively, and improve 

facilities and infrastructure. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan perizinan 

pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Yang dilihat dari 

organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 

data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji pengabsahan data melalui 

triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo belum diimplementasikan secara optimal sesuai dengan 

kebijakan PMA Nomor 65 Tahun 2016. Hal ini dibuktikan pada beberapa aspek yaitu, Organisasi (Organization) 

belum optimalnya sumber daya dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti lemari untuk berkas arip dan 

penyediaan komputer. Interpretasi (Interpretation) belum maksimal karena sosialisasi yang diberikan hanya 

sebatas membahas terkait jadwal dan struktur pelayanan, sehingga pengelola PTSP belum memahami secara 

teknis aturan dan layanan PTSP yang diberikan. Aplikasi (Application) masih belum efektif dan efisien, layanan-

layanan pada PTSP belum terintegrasi dengan baik, sehingga penyelesaian administrasi masih berpusat pada 

bidang-bidang. Rekomendasi penelitian ini bahwa penyelenggaraan PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Gorontalo dapat konsisten mengikuti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan 

Terpadu Kementerian Agama, dan lebih mengoptimalkan sumber daya manusia baik secara kuantitatif dan 

kualitatif, serta meningkatkan sarana dan prasarana. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelayanan Terpadu. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemerintahan selalu mengikuti kebijakan untuk mengambil tindakan. Salah satu bentuk 

kebijakan yakni kebijakan pelayanan, kebijakan pelayanan yang dibuat yakni untuk mengatur 

setiap jenis layanan yang akan diselenggarakan untuk publik, selhingga akan telrciptanya 

keltelratulran dalam seltiap pellaksanaan di lapangan. Pellayanan didelfinisikan selbagai kelgiatan 

ataul ulrultan kelgiatan yang telrjadi selcara fisik dalam intelraksi langsulng antara individul ataul 

melsin dan belrtuljulan ulntulk melncapai kelpulasan pellanggan. (Sampara (Sinambella), 2017) 

Pellayanan ulmulm ataul pellayanan pulblic (Elngkuls elt al., 2021) adalah pelmbelrian jasa 

baik olelh pelmelrintah, pihak swasta atas nama pelmelrintah ataulpuln pihak swasta kelpada 

masyarakat, delngan ataul tanpa pelmbayaran gulna melmelnulhi kelbultulhan dan kelpelntingan 

masyarakat. Delngan adanya pellayanan pulblik dapat belrlangsulng selcara lelbih elfisieln dan 

elfelktif. Elfisieln dalam arti masyarakat tidak pelrlul melmbulang waktul dan biaya telrlalul banyak 

ulntulk melngulruls hal-hal yang dipelrlulkan kel pulsat, karelna pelmelrintah daelrah tellah dibelri 

welwelnang melngulruls ulrulsannya. Elfelktif dalam arti masyarakat melndapat pellayanan yang 

belrkulalitas. Artinya dalam pellayanan melwuljuldkan sulatul hak yang dimiliki pada seltiap orang, 

baik selcara individul maulpuln kellompok. Kelpelntingan ulmulm lelbih diultamakan daripada 

kelpelntingan pribadi, dan tulgas pellayanan melmpelrmuldah ulrulsan pulblik dan melmpelrsingkat 

prosels pellaksanaan tulgas. Pellayanan pulblik dibelrikan ulntulk melmelnulhi hak-hak masyarakat 

telrhadap pellayanan sipil dan pulblik. 

Salah satul masalah kelbijakan yang selmakin stratelgis adalah pellayanan pulblik. Seliring 

delngan belrkelmbangnya zaman, ilmul pelngeltahulan, dan telknologi saat ini, telntulnya tulntultan 

masyarakat julga selmakin tinggi dalam hal pellayanan, masyarakat melnginginkan pellayanan 

yang muldah, celpat dan mulrah. Pelmelrintah puln tellah melmbelrikan kelpastian hulkulm telntang 

pelnyellelnggaraan pellayanan pulblik, keltelntulan telrselbult telrtulang dalam UlUl Relpulblik Indonelsia 

No. 25 Tahuln 2009 Telntang Pellayanan Pulblik. Ulndang-Ulndang telrselbult melnjellaskan selcara 

rinci telntang pelnyellelnggaraan pellayanan pulblik. Pellayanan pulblik melrulpakan “pelmbelrian 

layanan (mellayani) kelpelrlulan orang ataul masyarakat yang melmpulnyai kelpelntingan pada 

organisasi itul selsulai delngan atulran pokok dan tata cara yang tellah diteltapkan.”  

 Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul adalah: “Kelgiatan pelnyellelnggaraan 

pelrizinan dan non pelrizinan yang prosels pelngellolaannya mullai dari tahap pelrmohonan sampai 

kel tahap telrbitnya dokulmeln dilakulkan dalam satul telmpat. Konselp ultamanya adalah ulntulk 

melminimalisasi kelgiatan administrasi delngan cara melmulngkinkan pelmohon datang langsulng 

kel lokasi pellayanan dan belrkomulnikasi delngan pelgawai. ini belrtuljulan ulntulk melncelgah 

pulngultan yang tidak relsmi yang selring telrjadi sellama administrasi. Melskipuln tuljulan ultama 
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pellayanan pulblik adalah ulntulk melngultamakan kelpelntingan orang-orang yang melnelrima 

layanan, orang-orang selring melnganggap layanan pelmelrintah tidak melmulaskan. Olelh karelna 

itul, langkah pelmelrintah dalam melmpelrmuldah pellayanan bagi masyarakat adalah delngan 

melngellularkan kelbijakan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul (PTSP). (Apriadi, 2021) 

Dasar hulkulm dari Pellayanan Telrpadul Satul Pintul dipelrkulat delngan disahkannya 

Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 25 Tahuln 2009 yang melrulpakan telntang 

pellayanan pulblik, sellanjultnya diatulr belrdasarkan Pelratulran Prelsideln Relpulblik Indonelsia 

Nomor 97 Tahuln 2014 Telntang Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul, kelmuldian 

selcara telknis julga dikellularkan Pelratulran Melntelri Dalam Nelgelri No.24 Tahuln 2006 telntang 

Peldoman Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul, kelmuldian Kelmelntelrian Agama julga 

mullai melnelrapkan Pellayanan Telrpadul tahuln 2016 delngan melnelrbitkan Pelratulran Melntelri 

Agama Nomor 65 Tahuln 2016 telntang Pellayanan Telrpadul pada Kelmelntelrian Agama. 

Pellayanan Telrpadul Satul Pintul  (PTSP) melrulpakan inovasi dari pellayanan yang ada di 

Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo. Pellayanan ini belrtuljaulan ulntulk melmbelrikan 

kelmuldahan dan kelnyamanan bagi pelnelrima layanan. Pelnelrima layanan yang ingin melngulruls 

kelpelrlulan pelrizinan, relkomelndasi ataul yang lainnya, melrelka tidak pelrlul lagi naik-tulruln tangga 

dan masulk-kellular dari satul rulangan kel rulangan lain. Selmula kelpelrlulan dari pelnelrima layanan 

tellah diseldiakan di PTSP. Bahkan PTSP di Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo 

ini melnjadi ruljulkan dari belbelrapa Kantor Wilayah di Indonelsia dan Kabulpateln Kota. 

Layanan-layanan yang ada di PTSP Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo 

bellulm selpelhnya elfelktif, karelna masih banyak layanan yang disellelsaikan tanpa mellaluli 

proseldulr yang ada di PTSP, pelnyellelsaian belrkas yang melmakan waktul yang culkulp lama, 

kulrangnya keltelrbulkaan dari instansi telntang informasi pellayanan, tidak transparan telrkait biaya 

dalam pellayanan di kantor telrselbult, masyarakat julga melngellulh karelna telrdapat kelsalahan 

pelngeltikan dalam belrkas melrelka. Pellayanan yang dibelrikan julga bellulm selsulai delngan standar 

pellayanan yang tellah diteltapkan. 

Pengembangan tolak ukur dan indikator penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

membantu proses implementasi kebijakan ketika ada kekurangan implementasi pelayanan 

publik. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori Charles O Jones, yaitu: organisasi, 

interpretasi dan aplikasi. 
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2. KAJIAN PUSTAKA 

Teori Administrasi Publik 

Secara etimologis dalam bahasa Indonesia, adminstrasi yang bahasa inggrisnya 

Administration, berasal dari kata latin yaitu: Administrate dan Administrartio. Istilah ini berarti 

melayani, membantu atau memenuhi. Seldangkan Administratio belrarti pelmbelrian bantulan, 

pellaksanaan, pimpinan, dan pelmelrintahan (Atmosuldirdjo, 1986). Jadi, Administrasi pada 

dasarnya adalah ulpaya ulntulk melmbantul, melmbantul, ataul melmimpin selmula opelrasi ulntulk 

melncapai tuljulan telrtelntul. Administrasi pelngelrtian selhari-hari selring disamakan delngan tata 

ulsaha, yaitul belrulpa kelgiatan melncatat, melngulmpullkan dan melnyimpan sulatul kelgiatan ataul hasil 

kelgiatan ulntulk melmbantul pelmimpin dalam melngambil kelpultulsan (Tjokroamidjojo, 2001). 

Pelrtulmbulhan stuldi administrasi Nelgara suldah belrgelselr dari pelnelkanannya yaitul 

administration of pulblic yang melnjadikan Nelgara melnjadi wakil selndiri ulntulk 

melngimplelmelntasikan tulgas-tulgas kelnelgaraan ataul kelpelmelrintahan, belrfokuls pada tulgas 

kelnelgaraan ataul kelpelmelrintahan pada pulblic selrvicel melnjadi administration by pulblic yang 

belrfokuls kelpada pulblic delmand arel diffelrelntiateld yang dimaknai selbagai tulgas kelnelgaraan ataul 

kelpelmelrintahan yang hanya melnjadi pelnyeldia fasilitas, selrta melngkatalisasi delngan fokuls 

telrhadap pultting thel culstomelrs in thel drivelr selat, bulkan melnjadi pelnyelbab ataulpuln yang belrpelran 

pokok melnjadi driving forcels. Pelrulbahan-pelrulbahan yang ada di pelngelrtian pulblik yakni dari 

Nelgara kel arti pulblik sellakul masyarakat(Ahmad Mulstamir, Aguls Helndrayadi, 2023) 

Melnulrult Eldward H. Litchfielld, Administrasi Pulblik melrulpakan stuldi melngelnai 

bagaimana belrmacammacam badan pelmelrintahan diorganisir, dipelrlelngkapi delngan telnaga-

telnaganya, dibiayai, digelrakkan dan dipimpin.Melnulrult Gelorgel J. Gordon, Administrasi Pulblik 

dapat didelfinisikan selbagai sellulrulh prosels baik yang dilakulkan sulatul organisasi maulpuln 

pelrselorangan yang belrkaitan delngan pelnelrapan ataul pellaksanaan hulkulm dan atulran yang 

dikellularkan olelh badan elkselkultif, badan lelgislatif, selrta pelngadilan (H.Pasolong, 2019) 

 

Kebijakan Publik 

1) Kelbijakan pulblik dipandang selbagai tindakan pelmelrintah.  

Thomas R. Dyel, melngelmulkakan kelbijakan pulblik selbagai ”apapuln pilihan 

pelmelrintah ulntulk mellakulkan ataul tidak mellakulkan.” Dalam u lpaya melncapai tuljulan 

nelgara, pelmelrintah pelrlul melngambil pilihan langkah tindakan yang dapat belrulpa 

mellakulkan ataulpuln tidak mellakulkan selsulatul. Tidak mellakulkan selsulatul apapuln 

melrulpakan sulatul kelbijakan pulblik, karelna melrulpakan ulpaya pelncapaian tuljulan dan 
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pilihan telrselbult melmiliki dampak yang sama belsarnya delngan pilihan langkah ulntulk 

mellakulkan selsulatul telrhadap masyarakat. 

Selnada delngan pandangan Dyel adalah Gelorgel C. Eldwards III dan Ira 

Sharkansky, yaitul: Kelbijakan pulblik adalah “apa yang dinyatakan dan dilaku lkan ataul 

tidak dilakulkan olelh pelmelrintah yang dapat diteltapkan dalam pelratulranpelratulran 

pelrulndang-ulndangan ataul dalam policy statelmeln yang belrbelntulk pidato-pidato dan 

wacana yang diulngkapkan peljabat politik dan peljabat pelmelrintah yang selgelra 

ditindaklanjulti delngan programprogram dan tindakan pelmelrintah.”  

Jamels El. Andelrson: “Kelbijakan Pulblik adalah kelbijakan-kelbijakan yang 

dikelmbangkan olelh badan-badan dan peljabat-peljabat pelmelrintah.” 

2) Kelbijakan pulblik dipandang selbagai pelngalokasian nilai-nilai masyarakat yang 

dilakulkan pelmelrintah. 

Harold D. Laswelll dan Abraham Kaplan: “Sulatul program pelncapaian tuljulan, 

nilai-nilai dan praktelk-praktelk yang telrarah” 

David Elaston: “Kelbijakan pulblik adalah pelngalokasian nilai-nilai selcara paksa 

(sah) kelpada sellulrulh anggota masyarakat.” 

3) Kelbijakan pulblik dipandang selbagai rancangan program-program yang dikelmbangkan 

pelmelrintah ulntulk melncapai tuljulan:  

Jamels El. Andelrson: “Kelbijakan pulblik adalah kelbijakan-kelbijakan yang 

dikelmbangkan olelh badan-badan dan peljabat-peljabat pelmelrintah.” 

Gelorgel C. Eldwards III dan Ira Sharkansky: Kelbijakan pulblik adalah “su latul 

tindakan pelmelrintah yang belrulpa program-program pelmelrintah ulntulk pelncapaian 

sasaran ataul tuljulan.” 

 

Pengertian Perizinan 

 Pelrizinan adalah pelrseltuljulan yang dibelrikan olelh pelngulasa belrdasarkan ulndang-ulndang 

ataul pelratulran pelmelrintah ulntulk melnyimpang dari keltelntulan yang dilarang olelh ulndang-ulndang 

dalam situlasi telrtelntul. Izin julga dapat diartikan selbagai pelmbelrhelntian ataul pelmbelbasan dari 

laranagan. 

 Melnulrult N.M. Spellt dan J.B.J.M. Teln Belrgel dalam bulkulnya Pelngantar Hulkulm Pelrizinan 

yang disulnting Philipuls M. Hadjon melngelmulkakan pelrizinan ulntulk istilah izin dalam arti lulas, 

seldangkan izin dalam arti selmpit diselbult “izin” saja.26 Izin (dalam arti selmpit) lelbih lanjult 

dibeldakan delngan belntulk-belntulk pelrizinan lainnya selpelrti dispelnsasi, konselsi, relkomelndasi, 

tanda daftar, sulrat pelrseltuljulan dan pelndaftaran. Tatielk Sri Djatmiati, seljalan delngan pelmbeldaan 
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selpelrti telrselbult di atas, melngelmulkakan, bahwa “pe lrizinan dapat belrbelntulk pelndaftaran, 

relkomelndasi, selrtifikasi, pelnelntulan kulota dan izin mellakulkan sulatul ulsaha....”27 Pelndapat yang 

hampir sama julga dikelmulkakan A.M. Donnelr selpelrti dikultip Amrah Mulslimin yang 

melngelmulkakan pelrizinan (velrgulnningeln) dibeldakan dalam tiga katelgori, yakni liselnsi, 

dispelnsasi, dan konselsi. Adanya pelmbeldaan dalam pelristilahan melmbawa pelrbeldaan pulla dalam 

pelngelrtian pelrizinan dan izin, N.M. Spellt dan J.B.J.M. Teln Belrgel melngelmulkakan izin dalam arti 

lulas (pelrizinan) ialah sulatul pelrseltuljulan dari pelngulasa belrdasarkan ulndang-ulndang ataul pelratulran 

pelmelrintah, ulntulk dalam keladaan telrtelntul melnyimpang dari keltelntulan-keltelntulan larangan 

pelrulndangan. (Karnantohadi, 2020) 

 

Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pellayanan Telrpadul Satul Pintul (PTSP) melrulpakan salah satul program yang ditawarkan 

olelh pelmelrintah selbagai ulpaya ulntulk melncapai tata kellola pelmelrintahan yang baik. Pellayanan 

Telrpadul Satul Pintul (PTSP) Kelmelntelrian Agama adalah pelmbelrian pellayanan telrhadap belbelrapa 

jelnis pellayanan yang disellelnggarakan selcara telrintelgrasi dalam satul telmpat dan dikontrol delngan 

sistelm pelngelndalian manajelmeln. Pellayanan Telrpadul Satul Pintul (PTSP) adalah kelgiatan 

pelnyellelnggaraan jasa pelrizinan dan nonpelrizinan, yang prosels pelngellolaannya di mullai dari tahap 

pelrmohonan sampai kel tahap pelnelrbitan izin dokulmeln, dilakulkan selcara telrpadul dalam satul 

telmpat. Delngan konselp ini, pelmohon culkulp datang kel satul telmpat dan belrtelmul delngan peltulgas 

front officel saja. Hal ini dapat melminimalisasikan intelraksi antara pelmohon delngan peltulgas 

pelrizinan dan melnghindari pulngultan-pulngultan tidak relsmi yang selringkali telrjadi dalam prosels 

pellayanan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap Implementasi Kebijakan 

Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi Gorontalo. Penelitian ini melakukan wawancara dan dokumentasi untuk dapat 

mengumpulkan data berupa uraian dalam bentuk deskripsi dan gambaran dari orang-orang 

yang bersngkutan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Gorontalo. 
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Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang diprgunakan untuk 

mengumpulkan data (Afrizal, 2016:134). Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dimana peneliti terjun langsung kelapangan melaksanakan teknik-teknik pengumpulan 

data baik wawancara, analisis dokumen, maupun observasi lapangan. Untuk mengumpulkan 

data dari sumber informasi (Informan), maka dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) 

macam instrumen bantuan, yaitu: 

1) Buku Catatan dan Alat Tulis (sebagai panduan wawancara) Catatan singkat yang berisi 

daftar informasi yang akan atau perlu dikumpulkan dan dilengkapi dengan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk menggali informasi. 

2) Alat Rekaman Alat rekam yang digunakan adalah telepon selular atau handphone untuk 

merekam hasil wawancara atau hasil observasi. 

 

Informan Penelitian 

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu, menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang akan 

dijadikan sumber informasi. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah informan yang 

dipilih dari Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo. Diantaranya: 

1) Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo 

selaku Atasan Pejabat Pengelola PTSP. 

2) Kepala Sub Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo 

selaku Pejabat Pengelola PTSP. 

3) Front Office (petugas) PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. 

4) Back Office (pegawai) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. 

Informan yang ikut mendukung kelengkapan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah observasi lapangan yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Perizinan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Gorontalo. 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Gorontalo. Belralamat di Jl. Poigar No 123 Molosipat Ul, Kelcamatan Sipatana, Gorontalo, Kota 

Gorontalo. Lokasi pelnellitian ini diambil karelna saya mellihat bahwa pellayanan pada PTSP 

Kanwil bellulm jellas SOP dan kulrang optimal. Waktul pelnellitian ini dilakulkan pada seljak awal 

pelnelntulan juldull sampai delngan sellelsai dan objelk yang dipilih adalah objelk yang selsulai delngan 

tuljulan dan pelrmasalahan dari pelnellitian ini. 

 

Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo 

 Kantor Wilayah Delpartelmeln Agama hadir di Provinsi Gorontalo seliring delngan 

telrbelntulknya Provinsi ini pada tahuln 2001. Ulndang-ulndang otonomi daelrah melnulntult 

Delpartelmeln Agama selbagai instansi velrtikal, haruls ada di daelrah baik di tingkat 

Provinsimmaulpuln kabulpateln kota.  

Maka telrbelntulklah saat itul, melski masih belrstatuls selbagai Koordinator Wilayah 

(Korwil) yang dipimpin olelh Drs. H. Rosyad Abidi yang kelselhariannya melnjabat selbagai 

Kabagselt pada Kanwil Delpag Provinsi Sullawelsi Ultara. Belliaul ditulnjulk ulntulk melngkoordinir 

tulgas-tulgas yang belrtalian delngan fulngsi Delpartelmeln Agama, dibantul olelh satul orang Pelgawai 

Nelgelri Sipil yang belrasal dari Kanwil Provinsi Sullawelsi Ultara yaitul Zohra D. Rahman, S.Ag 

dan dula orang telnaga abdi masing-masing Dra. Nansi Zakaria dan Arfan Djaini. Ulntulk 

mellaksanakan aktivitas pelrkantoran, dipilihlah geldulng Kantor Ulrulsan Agama (KUlA) 

Kelcamatan Kota Sellatan yang belralamat di Jalan Jelndelral Suldirman Kota Gorontalo, delngan 

melmanfaatkan selgala fasilitas yang ada di KUlA telrselbult dalam melnulnjang lancarnya aktivitas 

pelkelrjaan. 

Statuls Koordinator Wilayah belrlangsulng hingga bullan Janulari 2002, seliring delngan 

ditingkatkannya statuls melnjadi Kantor Wilayah Delpartelmeln Agama Provinsi Gorontalo 

selbagai salah satul instansi velrtikal di Provinsi Gorontalo selsulai Sulrat Kelpultulsan Melntelri 

Agama yang saat itul dijabat Prof. Dr. H. Said Agil Hulsin Mulnawarah, MA, Nomor : 

B.II/3/005/220 tanggal 08 Janulari 2002. Dan melneltapkan Drs. H. Moh. Salim Aldjulfri selbagai 

Kelpala Kantor Wilayah Delpartelmeln Agama      Provinsi Gorontalo. Yang relsmi dilantik tanggal 

22 Pelbrulari 2002 di Aulla Kantor Walikota Gorontalo olelh Gulbelrnulr Gorontalo, Ir. Fadell 

Mulhammad dihadiri Kakanwil Delpag Provinsi Sullawelsi Ultara, Drs. H. Yulsulf Otolulwa. 

Banyak hal ulnik yang melwarnai pelrjalanan lahirnya Kanwil Delpag Provinsi Gorontalo, 

diantaranya saat Kelpala Kantor Wilayah melndatangi Selkreltariat Selmelntara Kanwil yang ada 
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di KUlA Kelcamatan Kota Sellatan haruls disambult delngan lulapan air yang tellah melnggelnangi 

sellulrulh kantor. 

Delngan statuls Kantor Wilayah maka Delpartelmeln Agama Provinsi Gorontalo puln 

selcara pelrlahan telruls mellakulkan pelmbelnahan baik sarana prasarana maulpuln strulktulr 

kelpelgawaian. Maka lahirlah Sulrat Pelnulgasan kelpada 9 orang pelrsonil (9 wali) belrnomor : W/1-

a/KP.01.1/01/2002 tanggal 22 Janulari 2002 yang diteltapkan selbagai sulrat pelrtama yang 

dikellularkan olelh Kantor Wilayah. Sulrat telrselbult melneltapkan Drs. Abd. Latif Milel ulntulk 

melnjalankan tulgas bidang Madrasah dan Pelndais Selkolah Ulmulm, Zohra D. Rahman, S.Ag 

(Bagian Tata Ulsaha), Drs. Sullelman Tongkonoo (Bimas Islam), Drs. Syaifuldin Sidiki (Pelka 

Pontreln, Pelndamais), Mahmuld Y. Bobihul, S.Ag (Pellayanan Haji dan Ulmrah), Amsari Alip 

dan Dra. Nansi Zakaria selbagai staf Tata Ulsaha selrta Arfan Djaini selbagai drivelr. 

Delmikian halnya sarana dan prasana, Kanwil melndapat bantulan fasilitas dari 

Pelmelrintah Provinsi dan Kandelpag Kota Gorontalo maulpuln Kandelpag Kabulpateln Gorontalo 

selrta MAN Insan Celndelkia diantaranya satul ulnit mobil dinas DM 53 A milik Kandelpag Kota 

Gorontalo yang digulnakan selbagai kelndaraan dinas Kakanwil, Melja seltelngah biro dan kulrsi 

masing-masing 5 bulah, melsin keltik pinjaman dari Kandelpag Kota Gorontalo, 1 selt kulrsi tamul 

dari Kandelpag Kabulpateln Gorontalo dan 1 ulnit Kompultelr pinjaman dari MAN Insan Celndelkia. 

Delngan selgala keltelrbatasan pelrsonil dan fasilitas telrmasulk bellulm telrseldianya anggaran yang 

saat itul masih haruls ditalangi dari dana pribadi. 

 

Hasil Penelitian 

Dalam pelnellitian ini yang melnjadi fokuls pelnellitian ini adalah Implelmelntasi Kelbijakan 

Pelrizinan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul Pada Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi 

Gorontalo. Prosels implelmelntasi pellayanan telrpadul satul pintul pada Kanwil Kelmelntarian 

Agama Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari belbelrapa aspelk diantaranya (1) Pelngorganisasian 

(2) Intelrpreltasi (3) Aplikasi. Keltiga aspelk telrselbult akan diulraikan dalam pelnellitian ini. 

1) Organaization (Pengorganisasian) 

Organisasi dalam pandanagan Jonels (2018: 81) dimaknai selbagai wadah dan 

julga prosels melnjalankan sulatul program kelbijakan selsulai delngan tuljulan yang 

diinginkan, ataul bagaimana pelngatulran agar selbulah kelbijakan dapat belrjalan delngan 

elfelktif dan elfelsieln.  Organisasi melmelrlulkan adanya sulmbelr daya manulsia, sarana 

prasarana dan meltodel yang melngarah pada ulpaya melwuljuldkan ataul melrelalisasikan 

kelbijakan melnjadi hasil selsulai delngan apa yang melnjadi tuljulan dan sasaran kelbijakan.  
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Strulktulr organisasi dalam pelmbagian kelrja pada PTSP di Kantor Wilayah 

Kelmelntrian Agama Provinsi Gorontalo dapat dilihat belrikult ini: 

Pelngorganisasian Pellayanan Telrpadul pada Kelmelntelrian Agama tidak hanya 

diatulr selcara ulmulm dalam PMA Nomor 65 Tahuln 2016, teltapi julga dipelrjellas lagi 

selcara delngan Kelpultulsan Melntelri Agama Nomor 90 Tahuln 2018 telntang Peltulnjulk 

Pellaksanaan Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadul Kelmelntelrian Agama. Dalam KMA 

Nomor 90 Tahuln 2018 melngatulr selcara khulsuls bagaimana pelngorganisasian Pellayanan 

Telrpadul pada Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi. 

Pada Pelratulran Melntelri Agama Nomor 65 Tahuln 2016 Pasal 6 melnjellaskan 

bahwa seltiap Organisasi Pelnyellelnggara yang melnyellelnggarakan Pellayanan Telrpadul 

wajib: 

a. mellakulkan pelmeltaan jelnis layanan yang akan disellelnggarakan selcara telrpadul; 

b. melnyiapkan sarana prasarana ulnit pellayanan telrpadul; 

c. melmbanguln sistelm manajelmeln; dan 

d. melnyulsuln dan melneltapkan Standar Pellayanan dan Standar Opelrasional Proseldulr. 

Selpelrti yang tellah dijellaskan pada PMA Nomor 65 Tahuln 2016 Pasal 6 bahwa 

seltiap organisasi pelnyellelnggara PTSP wajib melnyiapkan sarana dan prasarana yang 

baik selbagai ulnit pellayanan telrpadul. Namuln pada saat ini kantor wilayah kelmelntelrian 

agama provinsi gorontalo bellulm optimal dari selgi fasullitas ulntulk pellayanan. Adapuln 

hal ini dilihat pada lokelt pellayanan yang belropelrasi hanya 3 saja, seldangkan dalam 

strulktulr organisasi PTSP itul dianggotakan 5 orang. Hal ini dikarelnakan kulrangnya 

kompultelr ulntulk lokelt pelnelrima layanan. 

Belrdasarkan hal telrselbult pelnelliti mellakulkan wawancara kelpada keltula Tim 

PTSP di Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo melngelnai organisasi telrhadap 

implelmelntasi kelbijakan pelrizinan pellayanan telrpadul satul pintul dalam wawancara, 

belliaul melngatakan bahwa: 

“Telrkait organisasi (Organization) yang telrdapat di Pellayanan Telrpadul Satul 

Pintul Kanwil Kelmelnag Provinsi Gorontalo, mellipulti sulmbelr daya, sarana dan 

prasarana yang masih telrdapat kelkulranagan selhingga bellulm selpelnulhnya 

melngikulti PMA Nomor 65 Tahuln 2016 yaitul melwuljuldkan prosels pellayanan 

yang celpat, muldah, mulrah, akulntabell, dan telrjangkaul. Selhingga standar 

pellayanan pada PTSP di Kanwil Kelmelnag Provinsi Gorontalo bellulm optimal, 

karelna masih melmiliki keltelrbatasan telrhadap pelnulnjang sarana dan prasarana 

selpelrti kulrangnya compultelr yang digulnakan dalam melnelrima layanan hanya 
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telrdapat 3 ulnit saja seldangkan dalam strulktulr organisasi PTSP pelngellola PTSP 

belranggotakan 5 orang dan yang belropelrasi hanya 3 ulnit compultelr dan 3 orang 

pelngellola pellayanan, selhingga melmakan waktul yang culkulp lama. Telrkait 

sulmbelr daya dan pelralatan ulntulk PTSP di Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi 

Gorontalo melnulrult keltula Tim PTSP tellah dianggarkan seltiap tahulnnya. Namuln 

anggaran telrselbult bellulm culkulp ulntulk melmbanguln systelm PTSP yang lelbih 

baik”. (AP, 11 Juni 2024) 

Sellanjultnya wawancara pelnelliti delngan anggota PTSP di Kantor Wilayah 

Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo, belliaul melngatakan bahwa: 

“Ulntulk sulmbelr daya manulsia yang ada pada PTSP ini melnulrult saya suldah 

culkulp melmadai ulntulk melncapai sulatul kelbijakan, akan teltapi kami masih 

melmiliki kelkulrangan dalam sarana dan prasarana selpelrti lokelt antrian yang 

belropelrasi saat ini hanya 3 lokelt saja, yang selharulsnya ada 5 lokelt karelna dalam 

pelmbagian kelrja, peltulgas PTSP itul telrdiri dari 5 orang namuln karelna 

kelkulrangan fasilitas maka strulktulr organisasi puln bellulm belrjalan selsulai 

proseldulr yang tellah diteltapkan”. (MN, 11 Juni 2024) 

Pelrnyataan dari informan di atas julga didulkulng olelh salah anggota PTSP di 

Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara 

belrikult ini: 

“Sulmbelr daya manulsia yang ada pada PTSP di Kantor Wilayah Kelmelntelrian 

Agama Provinsi Gorontalo saat ini suldah culkulp melmadai, selpelrti telrseldianya 

rulang tamul ataul rulang tulnggul yang nyaman ulntulk pelnelrima layanan yang 

seldang antri dalam pelngulrulsan belrkas melrelka, dan telmpat parkir yang culkulp 

lulas ulntulk masyarakat yang ingin mellakulkan pellayanan. akan teltapi selcara 

kelsellulrulhan sarana dan prasarana yang ada di kantor ini bellulm selpelnulhnya 

optimal dan belrjalan lancar, bisa dilihat dari kulrangnya kompultelr, selpelrti yang 

tellah dilihat dalam strulktulr organisasi PTSP bahwa pelngellola PTSP telrdiri dari 

5 orang namuln kompultelr yang telrseldia pada lokelt hanya 3 ulnit selhingga masih 

dipelrlulkan 2 ulnit kompultelr ulntulk lokelt pellayanan ”. (RH, 11 Juni 2024)   

  Selnada delngan hasil wawancara di atas dalam melnulnjang faktor kelbelrhasilan 

organisasi telrhadap implelmelntasi kelbijakan yang disampaikan olelh informan di atas 

didulkulng delngan pelrnyataan yang disampaikan olelh salah anggota PTSP dalam 

wawancara belrikult ini: 
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“Telrkait sulmbelr daya manulsia dan pelnyeldiaan sarana dan prasarana yang 

belrada di PTSP ini suldah ada mullai dari fasilitas kulrsi tamul dan lainnya, akan 

teltapi bellulm selpelnulhnya melrata, karelna hanya telrseldia 3 lokelt saja yang 

belropelrasi ulntulk pellayanan masyarakat, dalam hal ini dibultulhkan 2 ulnit lagi 

ulntulk lokelt pellayanan yang ada di PTSP selhingga bisa dikatkan optimal selsulai 

delngan pelmbagian kelrja dalam pelngellola PTSP yang belranggotakan 5 orang”. 

(MA, 12 Juni 2024) 

Pelrnyataan dari informan di atas julga didulkulng olelh salah anggota PTSP di 

Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara 

belrikult ini: Pelrnyataan dari informan di atas julga didulkulng olelh salah satul anggota 

PTSP di Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil 

wawancara belrikult ini:   

“Kulrangnya 2 ulnit kompultelr ulntulk lokelt pellayanan masyarakat ini, 

melnimbullkan pelngelrjaan belrkas pelnelrima layanan melmakan waktul lama dan 

pelnelrima layanan julga masih kelsana kelmari dari rulangan satul kelrulangan 

lainnya ulntulk pelngulrulsan belrkas melrelka. Ini telrjadi bahwasannya dalam 

pelmbagian kelrja bahwa ada 5 anggota dalam PTSP namuln yang belrtulgas di 

telmpat hanya 3 anggota saja karelna hanya ada 3 ulnit compultelr yang telrseldia 

ulntulk lokelt pellayanan”. (SA, 12 Juni 2024) 

Seljalan delngan hasil wawancara di atas pelnelliti julga melndapatkan informasi 

yang sama disampaikan olelh salah satul anggota PTSP di Kantor Wilayah Kelmelntelrian 

Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara belrikult ini: 

“fasilitas yang ada pada PTSP ini be llulm optimal selpelrti compultelr ulntulk lokelt 

pellayanan telrkait delngan pelngulrulsan belrkas pelrizinan dan lain selbagainya yang 

bellulm elfelktif dan elfisieln karelna strulktulr organisasi bellulm selpelnulhnya belrjalan 

delngan baik”. (MT, 12 Juni 2024) 

  Sellanjultnya pelrnyataan olelh salah satul pelgawai pelngellola arsip di kantor 

wilayah kelmelntelrian agama provinsi Gorontalo: 

“sarana dan prasarana yang ada di kantor wilayah ke lmelneltelrian agama provinsi 

Gorontalo ini bellulm bisa dikatakan optimal, telrlelpas dari kulrangnya compultelr 

di lokelt pellayanan dalam mellayani masyarakat, fasilitas ulntulk belrkas arsiparis 

julga bellulm melmadai. Ada belbelrapa lelmari arsip yang suldah rulsak dan suldah 

tidak layak pakai ulntulk pelnyimpanan belrkas arsip”. (MA, 13 Juni 2024)   
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Sellanjultnya pelrnyataan olelh salah satul pelgawai di kantor wilayah kelmelntelrian 

agama provinsi Gorontalo: 

“Telrkait strulktulr organisasi pada PTSP ini suldah melmadai, namuln kelndalanya 

adalah tidak belrjalan selsulai delngan  tulgasnya.. Tulgas dan fulngsi pelgawai adalah 

sultaul yang melnulnjang kelbelrhasilan. Karelna strulktulr organisasi haruls jellas 

dalam tanggulng jawab yang dibelrikan kelpada masing-masing pelgawai diseltiap 

bidang kelrja. Selbagai pelnulnjang fasilitas sarana dan prasarana di kanwil 

kelmelntrian agama ini lelbih ditingkatkan, selpelrti pelnambahan compultelr ulntulk 

lokelt pellayanan dan pelgawai yang masih melmakai laptop pribadi maulpuln 

kantor”. (LD, 13 Juni 2024  ) 

  Belrdasarkan pelnellitian yang dilakulkan mellaluli wawancara dari belbelrapa 

informan di atas bahwa organisasi telrhadap Implelmelntasi Kelbijakan Pelrizinan 

Pellayanan Telrpadul Satul Pintul Pada Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi 

Gorontalo bellulm optimal telrkait sulmbelr daya dan kulrangnya fasilitas sarana dan 

prasarana selpelrti lelmari ulntulk belrkas arsip dan pelnyeldiaan kompultelr ulntulk lokelt 

pellayanan, sellain itul pelmbagian tulgas pelngellola PTSP yang bellulm jellas. 

2) Interpretasi  

Intelrpreltasi diartikan selbagai pelnelrjelmahan isi kelbijakan dalam belntulk yang 

lelbih rinci dan muldah dipahami olelh pellaksana kelbijakan. Intelrpreltasi (Jonels, 

1996:328) adalah sulatul konselp administrasi ulmulm yang lelbih melnelkankan pada 

telrciptanya tuljulan kelbijakan yang elfelktif dan elfisieln selrta dilaksanakan olelh sulatul 

pellayanan sipil yang obyelktif. Aktivitas intelrpreltasi melnulrult Jonels (dalam Widodo, 

2010:89) melrulpakan aktivitas pelnjellasan sulbstansi dari sulatul kelbijakan dalam Bahasa 

yang lelbih opelrasional dan muldah dipahami olelh para pellakul dan sasaran kelbijakan. 

Belrkelnan delngan sulb fokuls implelmelntasi kelbijakan yaitul intelrpreltasi    dimana 

dapat dilihat dari selbagian pelgawai bellulm dapat melmbelrikan keljellasan melngelnai 

atulran ataulpuln biaya layanan dan waktul pelngelrjaan belrkas pelrizinan melrelka yang 

melngakibatkan pelnelrima layanan haruls bolak-balik kel kantor wilayah kelmelntelrian 

agama provinsi gorontalo hanya ulntulk melmastikan kapan sellelsainya belrkas melrelka. 

Dalam hal ini melnimbullkan hal bulrulk kelpada melrelka pelnelrima layanan. 

Belrdasarkan hal telrselbult pelnelliti mellakulkan wawancara kelpada keltula Tim 

PTSP di Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo melngelnai intelrpreltasi 

telrhadap implelmelntasi kelbijakan pelrizinan pellayanan telrpadul satul pintul dalam 

wawancara, belliaul melngatakan bahwa: 
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“Kita sellalul melmbelrikan Diklat/Bimtelk telrkait pelningkatan pellayanan 2-3 kali 

dalam selbullan ulntulk pelgawai dalam pelngelmbangan SDM dan SOP pellayanan 

agar melrelka lelbih paham melngelnai implelmelntasi dari kelbijakan ini, biasanya 

yang dilaksanakan olelh kelmelntelrian ini telrkait selsulai delngan jadwal ulntulk ikult 

pellatihan pelrizinan pellayanan. Jadi seltiap pellayanan yang dibelrikan haruls dapat 

melmbantul pelmohon dalam melngulruls pelrizinan delngan melmbelrikan solulsi jika 

telrjadi kelndala. Hal ini dapat melmbantul pelnelrima layanan dalam pelnyellelsaian 

belrkasnya. Namuln pada saat ini kelndala yang dihadapi yaitul kulrangnya 

pelrhatian pihak pellaksana keltika Diklat/Bimtelk belrlangsulng selhingga 

pelratulran-pelratulran yang tellah diteltapkan tidak belrjalan selsulai atulran yang 

selharulsnya, sellain itul pihak pelngellola PTSP masih kulrang dalam tanggulng 

jawabnnya”.  (AP, 11 Juni 2024) 

Sellanjultnya wawancara pelnelliti delngan anggota PTSP di Kantor Wilayah 

Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo, belliaul melngatakan bahwa: 

“Intelrpreltasi pelmahaman pelnglola PTSP dalam implelmelntasi kelbijakan ini 

melnjadi salah satul faktor yang bisa melnelntulkan kelbelrhasilan kelbijakan 

pelrizinan delngan melngharulskan pelngellola layanan haruls melngeltahuli 

pellayanan yang akan dilakulkan. Ulntulk kelndala ini pellayanan di PTSP bellulm 

belrjalan selsulai atulran-atulran yang ada, karelna kulrangnya pelngeltahulan 

masyarakat telrkait pellayanan yang ada di PTSP selhingga melrelka bolak-balik, 

kelsana-kelmari dalam pelngulrulsan belrkas melrelka”. (MN, 11 Juni 2024) 

Pelrnyataan dari informan di atas julga didulkulng olelh salah anggota PTSP di 

Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara 

belrikult ini: 

“Kami me llakulkan pellayanan kelpada selmula pelmohon ataul pelnelrima layanan 

yang ingin dilayani melngelnai pelrmohonan izin dan kami selbagai pelngellola 

pellayanan telrpadul satul pintul haruls melmahami SOP pellayanan, pelrsyaratan, 

haruls melmiliki kodel eltik pellayanan dan pelmahaman relgullasi yang ada”. (RH, 

11 Juni 2024) 

Selnada delngan hasil wawancara di atas dalam melnulnjang faktor kelbelrhasilan 

intelrpreltasi telrhadap implelmelntasi kelbijakan yang disampaikan olelh informan di atas 

didulkulng delngan pelrnyataan yang disampaikan olelh salah anggota PT SP dalam 

wawancara belrikult ini: 
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“Pelmahaman dari pelngellola layanan delngan melmbelrikan arahan dan pelnjellasan 

olelh pelngellola layanan dapat melmbatul kelbelrhasilan dari kelbijakan telrselbult 

karelna delngan melmbelrikan arahan implelmelntasi bisa dijalankan dan dapat 

dikatakan belrhasil”. (MA, 12 Juni 2024) 

Pelrnyataan dari informan di atas julga didulkulng olelh salah anggota PTSP di 

Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara 

belrikult ini:  

“Ulntulk saat ini tidak ada kelndala pada pelngellola layanan karelna kami tellah 

melmahami dan melngikulti Diklat/Bimtelk. Namuln hanya saja pelratulran-

pelratulran pellayanan yang tellah diteltapkan bellulm optimal dan kulrangnya 

informasi dan pelngeltahulan ulntulk pelnelrima layanan yang ingin mellakulkan 

pelngulrulsan belrkas melrelka”. (SA, 12 Juni 2024) 

Pelnelliti julga melndapatkan informasi yang disampaikan olelh salah satul anggota 

PTSP di Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil 

wawancara belrikult ini: 

“Telrkait intelrpreltasi dalam pelngimplelmelntasian kelbijakan ini bellulm maksimal. 

Sosialisai yang dibelrikan hanya selbatas rapat yang melmbahas telrkait jadwal dan 

strulktulr pellayanan, selhingga kami sellakul pelngellola pellayanan telrpadul satul 

pintul bellulm melmahami selcara telknis atulran-atulran pellayanan telrpadul satul 

pintul yang dibelrikan”. (MT, 12 Juni 2024) 

Sellanjultnya pelrnyataan olelh salah satul pelgawai pelngellola arsip di kantor 

wilayah kelmelntelrian agama provinsi Gorontalo: 

“Ulntulk intelrpreltasi dalam implelmelntasi kelbijakan pelrizinan pellayanan ini 

melnulrult saya suldah culkulp jellas dan muldah dipahami, namuln selbagian dari 

anngota pellaksa pellayanan yang aculh tak aculh pada saat sosialisasi 

belrlangsulng, selhingga masih didapati pelratulran-pelratulran pellayanan yang 

bellulm optimal”. (MA, 13 Juni 2024) 

Sellanjultnya pelrnyataan olelh salah satul pelgawai di kantor wilayah kelmelntelrian 

agama provinsi Gorontalo telrkait intelrpreltasi dalam melngimplelmelntasikan kelbijakan, 

belliaul melngatakan: 

“Intelrptrasi dalam implelmelntasikan kelbijakan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul 

ini melnulrult saya suldah culkulp baik karelna adanya sosialisasi, diklat/bimtelk 

ulntulk peltulgas PTSP, namuln dalam pelnelrapannya PTSP bellulm belrjalan selsulai 

atulran-atulran yang suldah diteltapkan”. (LD, 13 Juni 2024) 
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Belrdasarkan pelnellitian yang dilakulkan mellaluli wawancara dari belbelrapa 

informan di atas bahwa intelrpreltasi/pelmahaman pelgawai telrhadap Implelmelntasi 

Kelbijakan Pelrizinan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul Pada Kantor Wilayah Kelmelntelrian 

Agama Provinsi Gorontalo bellulm maksimal karelna sosialisasi yang dibelrikan hanya 

selbatas melmbahas telrkait jadwal dan strulktulr pellayanan selhingga pelngellola PTSP 

bellulm melmahami selcara telknis melngelnai tulgas dan tanggulng jawab, selrta atulran-

atulran dan layanan-layanan PTSP yang dibelrikan. 

3) Aplikasi/Penerapan  

Pelnelrapan melnulrult Jonels (1996-324) melngacul pada pellaksana pelkelrjaan yang 

mellipulti “pelnyeldiaan barang dan jasa selbagaimana tuljulan-tuljulan yang belrsifat 

pragmatis lainnya. Aktivitas aplikasi melnulrult Jonels (dalam Widodo, 2010: 89) 

melrulpakan aktivitas pelnyeldiaan pellayanan selcara rultin, pelmbayaran ataul lainnya 

selsulai delngan tuljulan dan sasaran selsulai delngan kelbijakan yang ada. 

 Implelmelntasi kelbijakan pada prinsipnya adalah cara agar selbulah kelbijakan dapat 

melncapai tuljulannya. Tidak lelbih dan tidak kulrang. Ulntulk melngimplelmelntasikan 

kelbijakan pulblik. 

Belrdasarkan hal telrselbult pelnelliti mellakulkan wawancara kelpada keltula Tim 

PTSP di Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo melngelnai aplikasi ataul 

pelnelrapan telrhadap implelmelntasi kelbijakan pelrizinan pellayanan telrpadul satul pintul 

dalam wawancara, belliaul melngatakan bahwa : 

“Sikap pellaksana PTSP melnjadi tolok ulkulr dan aculan pelnilaian kulalitas 

pelnyellelnggaraan pellayanan, ulntulk itul kelmelntrian ini sellalul melmbelrikan 

Bimtelk ulntulk pelngellola PTSP. Namuln pelnelrapan fasilitas bellulm culkulp 

melmadai karelna anggaran telrlalul belsar dipakai pada relnovasi rulangan PTSP, 

sama halnya delngan kinelrja pellaksana program PTSP  yang bellulm belrjalan 

selsulai delngan SOP karelna minimnya pelngeltahulan masyarakat telrkait pellayanan 

yang ada di PTSP Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo”. 

(AP, 11 Juni 2024) 

Sellanjultnya wawancara pelnelliti delngan anggota PTSP di Kantor Wilayah 

Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo, belliaul melngatakan bahwa: 

“Dilihat dari ku lalitas kelrja pelngellola PTSP selbagian belsar suldah culkulp baik 

dalam mellakulkan pellayanan kelpada masyarakat dalam mellayani di kantor 

wullayah kelmelntelrian agama provinsi gorontalo ini, karelna kami sellalul 

melngultamakan sikap sopan santuln kelpada pelnelrima layanan akan teltapi bellulm 
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optimalnya sarana dan prasarana di kantor ini melnyelbabkan pelnelrapan 

kelbijakan PTSP di kantor ini bellulm elfelktif dan elfisieln” (MN, 11 Juni 2024) 

Pelrnyataan dari informan di atas julga didulkulng olelh salah anggota PTSP di 

Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara 

belrikult ini: 

“Kami selbagai pelngellola PTSP selbisa mulngkin mellakulkan pellayanan yang 

telrbaik kelpada pihak masyrakat dalam mellakulkan pellayanan di kantor ini, 

karelna ini melrulpakan tulgas dan kelwajiban kami jadi kami haruls melncoba 

mellakulkan yang telrbaik delmi telrjalinya kelbijakan ini delngan baik, karelna 

selbellulmnya kami julga suldah dibelkali delngan bimtelk, namuln kulrangnya 

fasilitas ulntulk pelnyellelsain belrkas pelnelrima layanan melnyelbabkan pellaksanaan 

PTSP bellulm optimal”. (RH, 11 Juni 2024) 

Selnada delngan hasil wawancara di atas dalam melnulnjang faktor kelbelrhasilan 

intelrpreltasi telrhadap implelmelntasi kelbijakan yang disampaikan olelh informan di atas 

didulkulng delngan pelrnyataan yang disampaikan olelh salah anggota PTSP dalam 

wawancara belrikult ini: 

“Sikap sopan santu ln kami sellalul kami belrikan kelpada selmula pelnelrima layanan   

yang ada, karelna delngan sikap selpelrti kami dapat melnjaga kulalitas kulalitas 

kelrja kami telrhadap pellayanan kelpada masyarakat agar masyarakat melrasa 

nyaman dan selnang telrhadap pellayanan kam, namuln karelna kulrangnya fasilitas 

ulntulk pelnyellelsaian belrkas melrelka maka melraka masih kelsana-kelmari kel 

bidang-bidang di kantor ini”. (MA, 12 Juni 2024) 

Pelrnyataan dari informan di atas julga didulkulng olelh salah anggota PTSP di 

Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara 

belrikult ini:  

“Ulntulk sikap pelngellola PTSP di kantor ini melnulrult saya dari selgi belrpakaian 

suldah rapih dan sopan, sellalul ramah telrhadap masyarakat selbagai pelnelrima 

layanan dan suldah selsulai delngan SOP pellayanan yang ada, namuln yang 

melnjadi hambatan ialah pelrsiapan pelmbelntulkan PTSP yang bellulm matang 

melnyelbabkan pellaksanaan PTSP bellulm optimal”. (SA, 12 Juni 2023) 

Pelnelliti julga melndapatkan informasi yang disampaikan olelh salah satul anggota 

PTSP di Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dalam hasil 

wawancara belrikult ini: 
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“Telrkait pelnelrapan dalam pelngimplelmelntasian kelbijakan ini, pellaksanaan 

PTSP bellulm culkulp melmadai, fasullitas yang dibelrikan masih kulrang ulntulk 

pelnyellelsaian belrkas-belrkas masyarakat, itul selbabnya para pelnelrima layanan 

masih kel bidang-bidang ulntulk pelngulrulsan belrkas melrelka. Namuln lain halnya 

delngan pelnelrapan sikap telrhadap pelnelrima layanan, kami selbisa mulngkin 

sellalul melmbelrikan  yang telrbaik”. (MT, 12 Juni 2024) 

Sellanjultnya pelrnyataan olelh salah satul pelgawai pelngellola arsip di kantor 

wilayah kelmelntelrian agama provinsi Gorontalo: 

“Dalam pellaksanaan kelbijakan ini, pelngellola PTSP selbisa mulngkin belrsikap 

baik telrhadap pelnelrima layanan selsulai delngan apa yang dbelrikan pada saat 

Bimtelk, namuln minimnya sarana dan prasarana Di rulangan PTSP kantor 

wilayah kelmelntelrian agama ini bellulm culkulp ulntulk melnulnjang pellayanan 

pulblic”. (MA, 13 Juni 2024) 

Sellanjultnya pelrnyataan olelh salah satul pelgawai di kantor wilayah kelmelntelrian 

agama provinsi gorontalo telrkait intelrpreltasi dalam melngimplelmelntasikan kelbijakan, 

belliaul melngatakan: 

“Delngan melngikulti Bimtelk/Diklat telrkait pelningkatan pellayanan yang 

dilaksanakan seltiap bullan 2-3 kali, melnulrult saya pelngellola PTSP suldah 

melngeltahuli Standar Opelrasinal Pellayanan yang haruls dijalankan maka dari itul 

telntulnya pelngellola PTSP bisa melmbelrikan siakp yang baik telrhadap pelnelrima 

layanan. Akan teltapi pelnelrima layanan bellulm culkulp pulas telrhadap pellayanan 

yang dibelrikan karelna kulrangnya fasilitas yang ada di PTSP melmbulat pelnelrima 

layanan haruls kel bidang-bidang ulntulk pelngulrulsan sulrat izin melraka”. (LD, 13 

Juni 2024)  

Belrdasrkan pelnellitian yang dilakulkan mellaluli wawancara dari belbelrapa 

informan di atas bahwa aplikasi/pelnelrapan  pelgawai telrhadap  Implelmelntasi Kelbijakan 

Pelrizinan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul Pada Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama 

Provinsi Gorontalo  masih bellulm elfelktif dan elfisieln layanan-layanan pada PTSP bellulm 

telrintelgrasi delngan baik, selhingga pelnyellelsaian administrasi masih belrpulsat pada 

bidang-bidang. 
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Pembahasan 

Implelmelntasi kelbijakan pada prinsipnya adalah cara selbulah kelbijakan dapat melncapai 

tuljulannya. Tidak lelbih dan tidak kulrang. Ulntulk melngimplelmelntasikan kelbijakan pulblik, ada 

dula pilihan langkah, yaitul langsulng melngimplelmelntasikan dalam belntulk program ataul mellaluli 

formullasi kelbijakan delrivat ataul tulrulnan dari kelbijakan pulblic telrselbult.  

Belrkelnaan delngan implelmelntasi kelbijakan, Pellayanan Telrpadul Satul Pintul (PTSP) 

adalah pelnyellelnggaraan sulatul kelgiatan pelrizinan dan non pelrizinan yang melndapatkan 

pellimpahan welwelnang dari lelmbaga/instansi yang melmiliki kelwelnanagan pelrizinan dan non 

pelrizinan dimana porosels pelngellolaannya mullai dari tahap pelrmohonan sampai tahap telrbitnya 

dokulmeln yang dilakulkan dalam satul telmpat. Prosels implelmelntasi pellayanan telrpadul satul pintul 

pada Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari belbelrapa 

aspelk diantaranya; (1) organisasi, (2) intelrpreltasi, (3) aplikasi. Keltiga aspelk telrselbult akan 

diulraikan dalam pelnellitian ini. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian telntang Implelmelntasi Kelbijakan Pelrizinan Pellayanan 

Telrpadul Satul Pintul Pada Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo dapat 

didelskripsikan selbagai belrikult: 

1) Organisasi  

Organisasi pulblik adalah organisasi yang didirikan delngan tuljulan melmbelrikan 

pellayanan kelpada masyarakat. Orielntasi organisasi adalah ulntulk mellayani masyarakat. 

Mahsuln (2009: 163) melnyatakan bahwa organisasi pulblik dapat dibeldakan melnjadi 

dula, yaitul pulrel nonprofit organizations dan qulasi nonprofit organizations. 

Belrdasarkan toelri Charlels O. Jonels (Abidin, 2002; 199) organisasi yang 

melrulpakan pelmbelntulkan ataul pelneltaan ullang sulmbelr daya, ulnit, dan meltodel agar 

kelbijakan dapat melmbelrikan hasil ataul dampak. Aktivitas pelngorganisasian 

(organization). Melrulpakan sulatul ulpaya melneltapkan dan melnata kelmbali sulmbelr daya, 

ulnit-ulnit dan meltodel-meltodel yang melngarah pada ulpaya melwuljuldkan ataul 

melrelalisasikan kelbuljakan melnjadi hasil selsulai delngan apa yang melnjadi tuljulan dan 

sasaran dalam kelbijakan. Belrdasarkan telori telrselbult Kantor Wilayah Kelmelntelrian 

Agama Provinsi Gorontalo di bidang PTSP selcara kelsellulrulhan masih melmiliki kelndala, 

yang bisa dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang diseldiakan selpelrti kulrangnya 

pelnyeldiaan fasilitas compultelr ulntulk lokelt pellayanan, dan lelmari ulntulk pelnyimpanan 

belrkas arsipan. 

Pellayanan Telrpadul Satul Pintul (PTSP) melrulpakan salah satul program 

pelmelrintah dalam rangka melndelkatkan dan melningkatkan pellayanan kelpada 
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masyarakat selrta melmpelrpelndelk prosels pellayanan gulna melwuljuldkan pellayanan yang 

celpat, muldah, mulrah, transparan, pasti dan telrjamgkaul, selsulai delngan Pelratulran 

Melntelri Agama Nomor 65 Tahuln 2016 telntang Pellayanan Telrpadul pada Kelmelntelrian 

Agama. 

Pelngorganisasian Pellayanan Telrpadul pada Kelmelntelrian Agama tidak hanya 

diatulr selcara ulmulm dalam PMA Nomor 65 Tahulb 2016, teltapi julga dipelrjellas lagi 

delngan Kelpultulsan Melntelri Agama Nomor 90 Tahuln 2018 telntang Peltulnjulk 

Pellaksanaan Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadul Kelmelntelrian Agama. Dalam KMA 

Nomor 90 Tahuln 2018 melngatulr selcara khulsuls bagaimana pelngorganisasian dalam 

pelmbelntulkan PTSP pada Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi. Pelrtama yang haruls 

disapkan dalam pelmbelntulkan PTSP antara lain, strulktulr organisasi dan tulpoksi. Namuln 

pada strulktulr organisai PTSP yang dibelntulk olelh Kanwil Kelmelntelrian agama provinsi 

gorontalo sangat seldelrhana dan bellulm selbagaimana diamanatkan dalam KMA Nomor 

90 Tahuln 2018. 

Kelpultulsan Melntelri Agama Nomor 90 Tahuln 2018 tellah melngatulr sulsulnan 

organisasi Pellayanan Telrpadul Kelmelntelrian Agama yang telrdiri dari Keltula, Selkreltaris, 

Bidang Layanan, Bidang Administrasi, dan Bidang Data dan Informasi. Namuln dalam 

Implelmelntasi PTSP Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo, strulktulr 

organisasi yang disulsuln tidak selsulai delngan KMA Nomor 19 Tahuln 2018. Sulsulnan 

strulktulr organisasi pelngellola PTSP di Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo 

hanya telrdiri dari Keltula, Bidang Layanan dan Pelngellola Arsip.  

Belrdasarkan dari hasil wawancara, sulmbelr daya kelulangan  dan pelralatan ulntulk 

PTSP Kanwil Kelmelntelrian Aagama Provinsi Gorontalo tellah dianggarkan seltiap 

tahulnnya. Namuln anggaran telrselbult bellulm culkulp ulntulk  melmbanguln sistelm Pellayanan 

Telrpadul Satul Pintul di Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo. 

Kelcilnya anggaran PTSP Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo 

melnyelbabkan pelngarulh telrhadap kulalitas sarana dan prasarana pada PTSP. 

PTSP Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo bellulm selpelnulhnya 

melngikulti PMA Nomor 65 Tahuln 2016 khulsulsnya pelmbagian tulgas ulntulk peltulgas 

PTSP. Keljellasan tulgas dan fulngsi masing-masing peltulgas PTSP diharapkan dapat 

melmbelrikan dampak yang baik telrhadap pelngellolaan PTSP Kanwil Kelmelntelrian 

Agama Provinsi Gorontalo. Delngan adanya ulraian tulgas yang jellas para anggota 

pelnyellelnggara PTSP dapat melrelalisasikan tuljulan Implelmelntasi Kelbijakan Pellayanan 
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Telrpadul Kelmelntelrian Agama. Olelh karelna itul, peltulgas PTSP melmpulnyai tulgas ulntulk 

melmbelrikan pellayanan telrhadap masyarakat selsulai delngan tulgas dan welwelnangnya. 

2) Interpretasi 

Selbulah kelbijakan tidak akan melncapai tuljulannya apabila telrdapat pelrbeldaan 

intelrpreltasi ataul pelmahaman antar implelmelntor kelbijakan maulpuln sasaran kelbijakan. 

Intelrpreltasi diartikan selbagai pelntelrjelmahan isi kelbijakan dalam belntulk yang lelbih rinci 

dan muldah dipahami olelh pellaksana kelbijakan. Para pellaksana haruls mampul 

melnjalankan program selsulai delngan peltulnjulk telknis delngan peltulnjulk pellaksana agar 

tuljulan yang diharapkan dapat telrcapai.  

Belrdasrkan telori Charlels O. Jonels (Abidin, 2002; 199) Melnafsirkan Bahasa 

kelbijakan melnjadi relncana dan pelngarahan yang telpat dan dapat ditelrima selrta 

dilaksanakan. Aktivitas intelrpreltasi (Intelrpreltation) melrulpakan aktivitas pelnjellasan 

sulbstansi dan sulatul kelbijakandalam bahasa yang opelrasional dan muldah dipahami, 

selhingga sulbstansi kelbijakan dapat dilaksanakan dan ditelrima olelh pellakul dan sasaran 

kelbijakan. 

Implelmelntasi pellayanan telrpadul kelmelntelrian agama suldah diatulr olelh PMA RI 

No 65 Tahuln 2016 Telntang Pellayanan Telrpadul pada Kelmelntelrian. Selrta julknisnya 

diatulr dalam KMA Nomor 90 Tahuln2018 Telntang Peltulnjulk Pellaksanaan 

Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadul Kelmelntelrian Agama. Kanwil Kelmelntelrian 

Agama selbagai pelnyellelnggara pellayanan telrpadul melmpulnyai tanggulng jawab ulntulk 

melnsulkselskan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul selsulai delngan pelratulran dan julknis yang 

suldah diteltapkan. Namuln dalam pelnelrapannya PTSP bellulm selsulai delngan Pelratulran 

Melntelri Agama RI No 65 Tahuln 2016 Telntang Pellayanan Telrpadul Pada Kelmelntelrian 

selrta Kelpultulsan Melntelri Agama Nomor 90 Tahuln 2018 Telntang Peltulnjulk Pellaksanaan 

Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadul Kelmelntelrian Agama telrultama dalam 

pelndellelgasian tanggulng jawab pelngellolaan PTSP.  

Belrdasarkan pelnellitian yang dilakulkan mellaluli wawancara di atas bahwa 

intelrpreltasi/pelmahaman pelgawai telrhadap Implelmelntasi Kelbijakan Pelrizinan 

Pellayanan Telrpadul Satul Pintul Pada Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi 

Gorontalo suldah melmahami telntang pellaksanaan kelbijakan telrselbult. Namuln kulrangnya 

pelrhatian ataul sikap aculh tak aculh pada saat Bimtelk/Diklat belrlangsulng melnyelbabkan 

pelratulran-pelratulran yang tellah diteltapkan tidak selsulai delngan yang selharulsnya. Sellain 

itul, belrdasarkan wawancara yang dilakulkan kinelrja dari pihak pellaksana selkaliguls 

pihak pelngellola PTSP yang masih kulrang dalam tanggulng jawabnya. 
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Sellain itul, belrdasarkan wawancara yang dilakulkan pelnelliti dari belbelrapa 

informan telrkait intelrpreltasi dalam melngimplelmelntasikan kelbijakan ini bellulm 

maksimal. Hal ini belrdasarkan pelngakulan dari pellaksana/pelngellola PTSP, bahwa 

sosialisasi yang dibelrikan hanya selbatas rapat yang melmbahas telrkait jadwal dan 

strulktulr pellayanan selhingga melrelka sellakul pelngellola PTSP melngakuli bellulm 

melmahami selcara telknis atulran-atulran dan layanan-layanan PTSP yang dibelrikan.  

3) Aplikasi/Penerapan 

Tahap aplikasi/pelnelrapan (dalam Widodo, 2010:19) melrulpakan tahap 

pelnelrapan relncana prosels implelmeltasi kelbijakan kel dalam relalitas nyata. Aplikasi 

adalah pellaksanaan kelgiatan mellipulti pelnyeldiaan barang dan jasa selrta pelnelrapan 

selgala kelpultulsan dan pelrartulran.       

Belrdasarkan telori Charlels O. Jonels (Abidin, 2002; 199) pelrlul adanya 

pelmbulatan proseldulr kelrja yang jellas agar program kelrja dapat belrjalan selsulai delngan 

jadwal kelgiatan selhingga tidak belrbelntulran delngan program yang lainnya. Hal ini 

sangat dibultulhkan dalam pellaksanaan program dan proseldulr kelrja yang jellas dapat 

melmbantul pellaksana program melnjalankan tulgasnya melngellola selbulah pelkelrjaan, 

yang melngandulng pelngelrtian telntang apa, ulntulk apa, dan bagaimana pelkelrjaan telrselbult 

haruls disellelsaikan.        

Belrdasarkan pelnellitian yang dilakulkan mellaluli wawancara dari belbelrapa 

informan diatas bahwa pelnelrapan pelgawai telrhadap Implelmelntasi Kelbijakan Pelrizinan 

Telrpadul Satul Pintul di Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo bellulm 

selsulai delngan proseldulr yang tellah diteltapkan. Hal telrselbult dapat dilihat dari pelrsoalan 

yang dihadapi olelh Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontao, selbagai 

pelnyellelnggara PTSP, salah satulnya tidak telrseldia sulmbelr daya manulsia yang selsulai 

kritelria front officel dan back officel selbagai uljulng tombak dalam pellayanan pulblic dalam 

Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo. Sellain SDM anggaran yang minim 

julga belrpelngarulh telrhadap kulalitas PTSP Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi 

Gorontalo. 

Sarana dan prasarana PTSP Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo 

bellulm melnulnjang kulalitas pellayanan pulblic. Kulrangnya kompultelr ulntulk lokelt PTSP 

Kanwil Kelmelntelrian Agama Provinsi Gorontalo belrtelntangan delngan julknis pellayanan 

telrpadul kelmelntelrian, dimana salah satul komponeln standar pellayanan telrpadul adalah 

sarana/prasarana dan fasilitas yang melmadai. Sarana dan prasarana selbagai pelnulnjang 

dalam pellayanan yang julga ditelntulkan olelh kulalitas sulmbelr daya dalam 
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melnggulnakannya (Arifin, 2020:159). Apalagi standar pellayanan melnjadi tolak ulkulr 

dan aculan pelnilaian kulalitas pelnyellelnggaraan pellayanan. 

Telrkait pelnelrapan dalam melngimplelmelntasikan kelbijakan ini, pelngellola PTSP 

selbisa mulngkin melmbelrikan sikap baik, sopan dan santuln kelpada pelnelrima layanan 

agar melrelka melrasa nyaman. 

 

5. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, serta temuan dilapangan dan pembahasan mengenai 

Implementasi Kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya ditemukan ada 

beberapa hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No 65 Tahun 2016 

Tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian serta Keputusan Menteri Agama No 90 Tahun 

2018 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Hal ini 

dapat dilihat dari proses implementasi mulai dari Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi. 

1) Organisasi  

Pengorganisasian PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo belum 

sepenuhnya belum optimal. Sumber daya dan struktur organisasi PTSP Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang kurang memadai menyebabkan struktur 

organisasi yang ada pada PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo terlalu 

ringkas. SOP khusus terkait pelayanan di PTSP masih belum ada, menyebabkan 

pelayanan administrasi masi ke bidang-bidang yang ada pada Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Gorontalo. Fasilitas yang kurang memadai menyebabkan pelayanan di 

PTSP kurang maksimal. Selain itu, pembagian tugas yang belum jelas menyebabkan 

pengelolaan PTSP yang kurang baik. 

2) Interpretasi  

Dalam aspek intepretasi, dari pihak pelaksana kebijakan belum paham secara 

teknis mengenai tugas dan tanggung jawab, serata aturan-aturan dan layanan-layanan 

pada PTSP yang mengakibatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Gorontalo belum  maksimal dalam melaksanakan 

kebijakan. Hal ini terjadi karena, sosialisasi yang diberikan hanya sebatas rapat yang 

membahas terkait jadwal dan struktur pelayanan. 
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3) Aplikasi  

Pada proses aplikasi kebijakan PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Gorontalo masih belum efektif dan efisien. Layanan-layanan pada PTSP Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Gorontalo belum terintegrasi dengan baik sehingga 

penyelesaian administrasi didapati masih banyak ke bidang-bidang Kanwinl 

Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Persiapan pembentukan PTSP Kanwinl 

Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang belum matang menyebabkan 

pelaksanaan PTSP belum optimal. Slain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai 

menyebabkan pelayanan publik terhadap masyarakat kurang maksimal. 

 

Saran  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki beberapa saran dan masukan untuk 

implementasi kebijakan perizinan pelayanan terpadu satu pintu pada kantor wilayah 

kementerian agama provinsi Gorontalo, saran dan masukan tersebut antara lain yaitu: 

1) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan PTSP harus 

patuh dan mengikuti petunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 65 

Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama, serta Keputusan 

Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama. 

2) Mengoptimalkan lagi susunan organisasi PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Gorontalo dengan mengukuhkan kembali bidang layanan, bidang administrasi, dan 

bidang data dan informasi sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 90 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pada Kementerian 

Agama. 

3) PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo harus dilengkapi lagi sarana dan 

prasana agar dapat memenuhi standar pelayanan yang baik atas kepuasan penerima 

layanan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. 
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